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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena jumlah penerimaan anggaran yang 

terus meningkat namun belum diiringi dengan pengelolan dan pelaporan yang baik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang akuntabilitas 

pengelolaan dan pelaporan lembaga pemerintah dinas penanaman modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung. Penelitian ini bersifat kualitatif, data 

dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam dengan  staff Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung terkait fenomena dan permasalahan 

mengenai pengelolaan dan pelaporan. Teori akuntabilitas digunakan sebagai alat analisis 

dan paradigma interpretif digunakan sebagai perspektif penelitian di Dinas Penanama 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung. 

Hasil penelitian menunjukkan, akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan Dinas 

Penanama Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung memiliki 

keterbatasan.  

Pertama, secara regulatif tindakan Dinas Penanama Modal dan Layanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Lampung sudah menjalankan aturan Undang-Undang dan Peraturan 

Pemerintah dengan melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang pelayanan 

penanaman modal perizinan dan non perizinanan berdasarkan yang berpedoman pada 

peraturan undang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku melaui standar 

operasional prosedur dan prosedur akuntansi. 

 Kedua, secara normatif dan budaya Dinas Penanama Modal dan Layanan 

Terpadu Satu Pintu provinsi lampung berusaha untuk menyesuaikan diri dengan aturan 

yang telah di atur pemerintah dan  menggambarkan institusi bertindak sesuai dengan 

konsep ditetapkan pemerintah.  

Ketiga.  Tindakan pengelolaan Dinas Penanama Modal dan Layanan Terpadu 

Satu Pintu provinsi lampung belum mencerminkan sikap patuh terhadap undang-undang 

dan peraturan pemerintah yang disebabkan organisasi berfokus pada peningkatan 

pelayanan perizinan dan non perizinan yang mengharuskan Dinas Penanama Modal dan 

Layanan Terpadu Satu Pintu provinsi lampung menjaga akuntabilias profesi sebagai 

pelayan masyarakat di bidang penanaman modal. 
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